GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011
MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang Doa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011,
Romawi 1V angka 6, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Panjabaran APBD mendahului Penetapan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2010 tentang Panjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 mendahului Penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
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Mengingat oL

10.

11.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provins Sulawes Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 105 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia TAhun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor : 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
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Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011,
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/449/Keuda, tanggal 10 Juni 2011, tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan
APBD;
4. Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sulawes Barat, dengan Nomor 01 Tahun 2011 dan
Nomor 20 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:
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1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 110.075.878.973,00
b. Dana Perimbangan Rp. 511.710.833.396,00
c. Lain-lain Pendapatan Y ang Sah Rp. 70.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 691.786.712.369,00

2. BELANJA
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 133.839.488.190,88
2. Belanja Bunga Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi Rp. 0,00

4. Belanja Hibah Rp. 53.067.500.000,00

5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.983.350.000,00

6. Belanja Bagi Haslil Rp. 35.772.997.397,61

7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 3.618.000.000,00

8. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 239.281.335.588,49

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 58.278.317.702,00

2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 217.487.514.374,95

3. Belanja Modal Rp. 192.763.209.015,50
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 468.529.041.092,45
Defisit Rp. -16.023.664.311,94

3. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Rp. 6.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Rp. 6.000.000.000,00
Sisa L ebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. -10.023.664.311,94
Pasal 2

Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011
mendahului Penetapan Peraturan Daerah APBD tentang Perubahan APBD TA.2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut padalampiran Peraturan ini.

\Pasal 3
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Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provins Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
padatanggal 30 Juni 2011

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd
H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
padatanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H.M.ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR:

&
w JDIH Provinsi Satawes: Barat
. i



